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PUTUSAN 
Nomor 31/Pdt.G/2019/PA Dth. 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili 

perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara antara: 
Penggugat, tempat dan tanggal lahir Werinama, 23 Februari 1979, 

agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Bula, 

Kecamatan Bula,Kab Seram Bagian Timur, sebagai  
Penggugat; 
m e l a w a n 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bula, 04 Oktober 1979, agama Islam, 

pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Urimessing, 

Kecamatan Nusaniwel, Kota Ambon, sebagai  

Tergugat; 
Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang; 

DUDUK   PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2019 

telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Dth, tanggal 9 

Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 4 bulan Oktober  tahun 2011 telah dilangsungkan 

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut 

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan 

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, 

Disclaimer
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Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte 

Nikah No. 188/02/x1/2011/, Seri DK, tertanggal 4 Oktober 2011; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bula, 

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur selama kurang lebih  5 

Tahun 10 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa ADM 

Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang; 

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul 

sebagaimana layaknya suami-isteri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai  Satu 

orang anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir 2 Januari 2012, anak 

tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; 

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun 

dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 5 bulan Juli 

tahun 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus 

dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang 

disebabkan oleh : 

a. Tidak memberi nafkah lahir batin; 

b. Sering mengeluarkan kata-kata kotor; 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 

tanggal 5 bulan Juli tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan 

Tergugat pisah ranjang dan rumah, Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat 

sudah sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta 

sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin; 

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat / Tergugat sudah menasehati serta telah 

berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun 

tidak berhasil; 

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan 

Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke 

Pengadilan Agama; 
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8. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudah 

mendapatkan surat izin dari atasan dengan nomor  210/66/2019 tanggal 29 

Juli 2019; 

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan 

hukum yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat 

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis 

Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan 

sebagai berikut :  

PRIMER: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDER: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir 

sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; 

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di 

persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak 

berdasarkan alasan yang sah; 

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui 

mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak 

hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati 

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat sebagai PNS/Kasubag Umum dan Kepegawaian pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur 

dengan NIP 19790223 200904 2 002 telah memperoleh izin untuk melakukan 

perceraian dari atasannya yaitu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur sesuai Surat Pernyataan Mengizinkan 

Disclaimer
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untuk Mengajukan cerai Nomor: 211/66/2019 tertanggal 29 Juli 2019, oleh karena 

itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;   

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan penggugat, yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan 

bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan status pekerjaan Penggugat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat sebagai Honorer pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dimana terjadi 

perselisihan dan pertengkaran sejak beberapa bulan setelah kelahiran anak 

pertama Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir 

pada Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah batin sejak pisah rumah pada 

Juli 2017 hingga sekarang ; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat:  

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah No. 188/02/x1/2011/, Seri DK, tertanggal 4 

Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi 

meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya 

dan ternyata sesuai, (bukti P.); 

B. Saksi: 
1. Saksi I, tempat tanggal lahir: Werinama, 19 Juli 1978/umur 41 tahun, 

Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat tinggal di  Jl. Baru 

KPU  Desa Wailola   Kecamatan Bula,  Kabupaten Seram Bagian Timur, 

di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

-     Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  karena sepupu 

Penggugat;   

-     Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah 

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat; 

-     Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bula 

dan kemudian di Desa Wailola Kecamatan Bula kabupaten Seram 

Bagian Timur;  
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-     Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena  sering  terjadi  

perselisihan dan  pertengkaran dimana saksi sering mendengar dan 

melihat mereka bertengkar.  

-     Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena 

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat 

sering mengucapkan kata-kata kotor pada Penggugat; 

-    Bahwa  Penggugat dan  Tergugat  sudah berpisah rumah selama dua 

tahun lamanya sampai  sekarang tidak serumah lagi dan sejak saat itu 

sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi dari Tergugat dan Tergugat 

yang  meninggalkan   kediaman  bersama; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan   

melalui keluarganya, namun tidak berhasil;   

    2. Saksi II, tempat tanggal lahir: Geser 19 Mei 1981/umur 38 tahun, Agama 

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di  Jl. Pesona  

Desa Wailola  Kecamatan Bula,  Kabupaten Seram Bagian Timur, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai 

berikut: 

-     Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat  karena sepupu 

Penggugat;   

-     Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai 1 (satu) 

orang anak yang dalam asuhan Penggugat; 

-     Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bula 

dan kemudian di Desa Wailola Kecamatan Bula kabupaten Seram 

bagian Timur;  

-     Bahwa sejak tujuh tahun yang lalu dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena  sering  terjadi  

perselisihan dan  pertengkaran dimana saksi mendengar dan melihat 

mereka bertengkar.  

-     Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena 

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat 

sering mengucapkan kata-kata kotor pada Penggugat; 
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-     Bahwa  Penggugat dan  Tergugat  sudah berpisah rumah selama dua 

tahun lamanya sampai  sekarang tidak serumah lagi dan sejak saat itu 

sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi dari Tergugat dan Tergugat 

yang  meninggalkan   kediaman  bersama; 

-    Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan   

melalui keluarganya, namun tidak berhasil 

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada intinya 

Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;  

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat 

dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini; 

PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 

diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini 

tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah 

berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan  

Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa  hadirnya  Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 

Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian, sesuai 

maksud Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 

Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karena itu 

pemeriksaan atas perkara ini harus dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani  

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya; 

  Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan 

cerainya pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat 

sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena 

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat dan Tergugat 

sering mengeluarkan kata-kata kotor, sudah berpisah rumah sejak 5 Juli 2017, 

sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi dari suatu akta otentik, 

telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat 

sebagaimana maksud Pasal   286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti 

tersebut dapat dipertimbangkan;  

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dengan nilai 

pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti 

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum 

sebagai suami istri yang sah, terikat perkawinan yang sah sejak 4 Oktober 

2011; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah 

dibuktikan dengan Bukti P. maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut 

ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 

yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam ; 
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Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi  Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 

171, 172,  174, 175 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta 

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh  Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

307 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian 

dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 telah 

terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada 

tanggal 4 Oktober 2011; 

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus 

menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat 

dan suka berkata kotor;   

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 

lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak bersatu lagi; 

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayadamaikan, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan 

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk 

hidup rukun dalam satu rumah tangga; 
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        Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti Penggugat 

dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan 

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini; 

        Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat 

dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada  

gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;  

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu terciptanya 

rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah 

sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat  Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: 

نْ  ِ م َ َاتِھِ  و ای َ َنْ  ء َقَ  أ ل ُمْ  خَ َك نْ  ل ِ ُمْ  م ك ِ سُ ف ْ ن َ ا أ ً اج َ و ْ َز ُنوُا أ ك ْ ِتسَ َ  ل َیْھ ل ِ َلَ  اإ ع َ ج َ ُمْ  و َیْنَك دَّةً  ب َ و َ  م
 ً ة َ م ْ ح َ ر َ َّ  و ِن َلِكَ  فِي إ َاتٍ  ذ ی َ مٍ  لآ ْ َو ونَ  لِق ُ َّر َتفََك .ی  

Artinya: “Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari 

jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan 

ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling 

mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang 

demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang 

yang berfikir.” 

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya Pengantin Al-

Qur’an, dan juga tafsir al-mishbah memaknai sakinah sebagai suatu 

ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, mawaddah adalah kasih 

sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan 

(pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban 

dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan rahmah adalah 

saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya 

yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular 

Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. 

Kedekatan adalah rasa terikat. lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah 

hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa 

ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, 

mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai 

pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal 

cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, 

dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. 

Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama 

pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau 

terjadi pasang surut dalam perjalan hubungan keduanya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari 

perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (Triangular of Love) Stemberg di 

atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan 

ikatan cinta yang seharusnya melandasi pernikahan Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;  
Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering 

terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah 

tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh 

setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan 

perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal 
tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum lslam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz 

zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutus perkara ini yang menyatakan " lslam memilih lembaga talak/ perceraian 

ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat 

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang ( tanpa ruh), sebab 

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami 

dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan 
yang bertentangan dengan semangat keadilan;  

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan 

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-

orang yang dekat dengan Penggugat, menyatakan telah ada upaya 
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mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut 

tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap 

dan perbuatan Tergugat, maka  telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam 

kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat 

Majelis yang berbunyi sebagai berikut: 

  طلقة القاضى علیھ طلق لزوجھا  الزوجة رغبة عدم اشتد ذاوا
Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, 

karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak 

(suami) kepada istrnya dengan talak satu”; 

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa 

yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting 

apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula 

dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi baik melalui upaya 

keluarga, maupun majelis hakim selama proses persidangan, serta sudah pisah 

rumah 2 (dua) tahun lamanya, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian 

sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil 

oleh Majelis Hakim sebagai berikut:  

 یذاء الإ وكان الزوج اواعتراف الزوجة ببینة القاضي لدى دعواھا ثبتت فإذا
 الإصلاح عن القاضي وعجز امثالھما نبی العشرة دوام معھ یطاق لا مما

  ئنة با طلقة طلقھا بینھما
Artinya:  “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari 

pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang 

menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara 

keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim 

dapat manjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”; 

           Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 

tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah 
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tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain : Sudah ada upaya damai 

tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, 

salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya 

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, 

atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, 

main judi dan lain-lain); 

          Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan 

tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, 

“Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan 

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah 

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 

19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) 

dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan 

Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;  

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas 

lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara’ yang juga sebagaimana 

yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon 

kepada Majelis Hakim untuk  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat 
(Tergugat) terhadap  Penggugat (Masna Sikdewa binti Muhammad Sikdewa 

telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh 

karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 

119 ayat (2) huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 
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Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

 
MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  untuk 

menghadap sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap  Penggugat; 
4. Membebankan kepada  Penggugat untuk  membayar  biaya perkara    

sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu  rupiah); 

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada hari Rabu tanggal 30 

Oktober 2019 Masehi bertepatan  dengan  tanggal 2 Rabiul Awal 1440 Hijriyah 

oleh kami  Lutfi  Muslih S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis,  Adi Sufriadi, 
S.H.I. dan Mukhlish Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan tersebut diucapkan  dalam  sidang  terbuka untuk umum pada hari itu 

juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan 
dibantu Wanardi Syarif, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 
Hakim Anggota, 

 
ttd 

 

Adi Sufriadi, S.H.I. 

Ketua Majelis, 

 

ttd 
 

 
Lutfi Muslih, S.Ag., MA 

Hakim Anggota, 

ttd 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                                                                                                                       
 

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Dth 
 

 

Mukhlish Latukau, S.H.I. 

 Panitera Pengganti, 

ttd 

 
Wanardi Syarif, SHI 

 

Perincian biaya : 

  1.   Pendaftaran    Rp   30.000,00  

  2.   Proses        Rp   70.000,00  

  3.   Panggilan    Rp 380.000,00  

  4. PNBP Panggilan   Rp.   20.000,00 

  5.   Redaksi        Rp    10.000,00  

  6.   Meterai     Rp     6.000,00  

    Jumlah   Rp  516.000,00 

    (lima ratus enam belas ribu  rupiah); 
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